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PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 22 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 325 Peraturan 

Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pendataan 

Bangunan Gedung; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6628); 

4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 40); 

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 473);  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENDATAAN BANGUNAN 

GEDUNG. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan 

konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, 

sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di 

dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai 

tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk 

hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, 

kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun 

kegiatan khusus. 

2. Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat 

BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas 

yang menjadi barang milik negara atau daerah dan 

diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari 

dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran 

pendapatan dan belanja daerah, dan/atau perolehan 

lainnya yang sah. 
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3. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan 

pembangunan yang meliputi perencanaan teknis dan 

pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, 

pelestarian, dan pembongkaran. 

4. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya 

disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada 

pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, 

mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat 

Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis 

Bangunan Gedung. 

5. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang 

selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan 

oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan 

fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan. 

6. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang 

selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti 

hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung. 

7. Huruf Daftar Nomor yang selanjutnya disebut HDNo 

adalah bukti pendaftaran Bangunan Gedung sebagai 

BGN. 

8. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang 

selanjutnya disebut RTB adalah dokumen yang berisi 

hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung 

dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi 

risiko pembongkaran, gambar rencana teknis 

pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran. 

9. Pendataan adalah kegiatan pengumpulan data suatu 

Bangunan Gedung oleh pemerintah pusat atau 

pemerintah daerah yang dilakukan secara bersama 

dengan proses PBG, proses SLF, dan pembongkaran 

Bangunan Gedung, serta mendata dan mendaftarkan 

Bangunan Gedung yang telah ada. 

10. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang 

selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik 

berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan 

proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan 

Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi 
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terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung. 

11. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau 

merobohkan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, 

komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan 

sarananya. 

12. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut 

Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, 

atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai 

pemilik Bangunan Gedung. 

13. Pengguna Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut 

Pengguna adalah Pemilik dan/atau bukan Pemilik 

berdasarkan kesepakatan dengan Pemilik, yang 

menggunakan dan/atau mengelola Bangunan Gedung 

atau bagian Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi 

yang ditetapkan. 

14. Pemohon adalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang 

diberi kuasa untuk mengajukan permohonan penerbitan 

PBG, SLF, RTB, dan/atau SBKBG. 

15. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP 

adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang 

diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di 

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

16. Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPA adalah 

tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh 

pemerintah daerah kabupaten/kota untuk memberikan 

pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan 

Gedung. 

17. Tim Penilai Teknis yang selanjutnya disingkat TPT adalah 

tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah 

kabupaten/kota yang terdiri atas instansi terkait 

penyelenggara Bangunan Gedung untuk memberikan 

pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokumen 

rencana teknis Bangunan Gedung dan RTB berupa 

rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling 

banyak 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi) dan 

rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai 

paling banyak 90 m2 (sembilan puluh meter persegi) serta 
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pemeriksaan dokumen permohonan SLF perpanjangan. 

18. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut 

Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki 

kompetensi dan diberi tugas oleh Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk 

melakukan inspeksi terhadap Penyelenggaraan 

Bangunan Gedung. 

19. Sekretariat TPA, TPT, dan Penilik yang selanjutnya 

disebut Sekretariat adalah tim atau perseorangan yang 

ditetapkan oleh kepala dinas teknis untuk mengelola 

pelaksanaan tugas TPA, TPT, dan Penilik.  

20. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 

yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara 

Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil dan menteri 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

21. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom.  

22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah 

perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu daerah. 

23. Dinas Teknis adalah perangkat daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

Bangunan Gedung. 

24. Kementerian adalah kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pekerjaan umum dan perumahan rakyat. 

25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan 

perumahan rakyat. 

 

Pasal 2 

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk: 
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